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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! KAMPAR

bahwa untuk untuk melaksanalkan ketentuan Pasal 107

ayet (3) Undang-Undane Nameor 38 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal
20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nemor
11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bargunan
Perdesaan dan Perkotasn perlu menetapkernt Peraturan

Bupati tentang Tata Cara Pengurangan Atsu
Penghapusan Senkel administratif Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

Pasal J8 ayat (6) Undang-lindang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang
Pembentukean ODatrah Ctonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Deerah Provinsi Sumatra Tengah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
noamer 25 4;

3. Undang-Undang Nomer 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Pakea {Lembaran Nepora
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3686)

T



Sehagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomeor 19 Tahon 2000 tentang Perubahan Atas

Undane-Undang Noameor 19 Tahun 1997 tentang
Fenagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembara

Negara Nomor 3987}.

Undang-Lindang Nomor 28 Tahun 2009 tertang Pajak
Daerah dan Retobusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahati
Lembaran Negara Republik [Indonesia Nomor 5049};
Undang-Endang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Kevangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Dacrah fLembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2004 Wormer 125, Tambehan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438};
Undang-Undang Nomor 123 Fahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lermbaran Negara Republik [Indonesia Tahun 261]
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesia Nomor 5234):
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomoer 244, Tambehan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Soe T]
sebagaimans telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua ates Wndang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 5s,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079):
Peraturan Pemerintah Nomer 91 Tahun 2010 tenbarig
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penetapar Kepala Daerah atau Dibayar Sendixi oleh
Wajih Pafak (Lembaran Negara Republik Indonesia

4,

6.

7,



Tahtun 2010 Nomor 133, Tambahan Lembaran Nepara

Republik Indonesia Nomor 5179):
0. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Peoungutean Pajak
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Namer 244, Tambahan Lembaran WNeegara

Republik Indonesia Nomor 5650).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036]
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomer 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer
80 Tatin 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Penta Negara Republik indonesia Tahun 2013
Nomeor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1] Tahun
2011 tentang Pajak Burmi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar
Tahun 2011 Nemer 15, Tatbahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomer 11);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Kamper Nomer 3 Tahun 2014 tentang
Perubahan Ataa Peraturan Datrah Kabupaten Kampar
Nemeor 11 Tahun 201] tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah

Kabupaten Kampar Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2014
Nomor 3);

MEMUTUSEAN:

Menetapkan: TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS!
ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN



BAB I

HETBNTUAN UMUM

Pasal|
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
I.
Z.

aT

Dacrah adalah Kabupaten Kamper.
Pemenntah Daerah adalah kepala daerah sebagal urstur

penyelengeara pemerintahan daerah yang memimpin

Pelaksanaan lulwsan pPemenntahan yang menjadi

kewenangan cdacrah otomem.

Bupat adalah Bupat: Kampar.
Badan Pendapatan Darrah yang eelanjuttrye disingkat

Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kampar,
Kepala Badan Pendapatan Geerah adalah Kepala Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar,

Pajak Buri dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

yang stlanjutnys distbut PBE-P2 adalah pajak atas
bumi danfaten bangunean yang dimiliki, dikuasai,

danfatau dimanfaatzan oleh orang pribadi atau badan

Untuk atktor perdeseaan dan perkotaan kecuali

kawasan yang ditunakan untuk kegiatan wusaha

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Subjck Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
dapat dikenakan pajek.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputt

pembayar pajak, pemotoeng pajak, dan pemmingut pajak

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuel

dencsan ketentuan peraturan pemindang-undangan
pajak daerah.

3.

6

7,

. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 [satuj bulang.

Kalender atau jangks waktu lain yang diatur dengan
Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender,

yang menjadi dasear bagi Wajib Pajak wmtuk

mcnghitung, menyttor dan tmelaperkan pajak yang

terutang.



LO.

El.

12.

13.

14.

13.

1a.

17.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1

(satu) tahun -kalender, kemali bila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender.

Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar
pada suatu saat, dzlam Masa Pajak, dalam Tahun

Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan
hetentuan peraturan perundang-undangen perpajakan
daeralt.

Burat HKetetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SEPD adalah surat ketetapan pajak yang
Tmeneniukean béesamya jurplah pokok pajak yang
terutang.
Surat Pembentahuan Pajak Tecutang, yang sclanjutnya
disingkat SPPT, adalah surat yang chglinakan untuk
memberitahukan besamya PBRB-P2 yang tenitang

kepada Wajib Pajak.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang BGarar yang
selanjutnya disingkat SHPDEEB adalah surat ketetapan

pajak yang menentukan besamysa jumlah pokok pajak,
jumiah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaren

pokok pajak, besarnya sanks! administratif dan jumiah

pajak yang masih hava dibayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tarmbahan

Vang selanjutnya disingkat SKPOKSAT adalah surat

ketciapan pajak yang menentukan tambahan atas

jumilah pajak yang telah ditetapkan.
Surat Tagihan Pajak Dacrah yang sclanjutnya disingkat
STPO adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi admunistranl berupa bunga dan/atau
denda,

Senksi administraif edalah tangeunpan atau

pembebanan di Tuar pokok pajak terutang berupa
denda s¢besar 2 [dua perseratus| tap Dilan untuk

jangka wako paling lama 24 (dua puluh empat) bilan.



1§.Fisius adalah pegawal pajek yang membanti wajib

(1)

{2]

pajak/ subjck pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakan dengan cara membina pajak yaity memberi

informasi terbaru mengenai Peraturan Perpajakan.

BAB II

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF PAJAK BUM] DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu

Pasal2
Bupati atas penmohonan Wajib Pajak dapat

mengurang kan atau menghapuskan sanksi
administrati®! berupa Gunes, denda dan kenaikan pajiak

yao terutang Tatntwrut Feraturan Perindang-
Undangan perpajakan daerah, datam hal sanksj
tersebut dikarenakan kekhilafan Wajih Pajak atau
bukan kareng kesaleahannya.

Bupati karena jabatannya dapat mengurangkan atau

menghapuskan sanksi administratii berupa bunga,

rk

déenda dan Kenaikan pajak yang temitang berdasarkan

pérbmbeangan tertenta,

Hagan Kedua

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Atas Permohonan Wajib Pajak
Paragref 4

Umum

Pasai 3

(1) Pengurangan atau penghapusean sanksi administratit

Pajak Daerah berupa bunga, denda dan kenaikan pajak

yang terutang ditakukan terhadap-:

a. kekhilafan Wajib Pajak; atau

b. bukan karena Kesalahan Wajib Pajak.



(2)

(3)

(4)

i}

(1)

Pengurangan atau penghapusan sanksi administracil

sthageimana dimaksud pada ayat (1), diberikan

terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam

STPE, PPT, 8KPD, SKPDKSB atau SHPDKBT.

Pengurangean atau penghapiusan sanksi administratf
sebapgaimana dimaksud pada ayat {1}, dapat diberikan
berdasarkan péenmohonan Wayb Payal.
Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak dapat diajuken datam hal :

a. wajib Pajak sedang melakukan upaya hukum

perpajaliai,
b, tungea yang dikenakan atas sural keputuaan

angsuran dan/atau penundaan pembayearan: atau
¢. kekhilaket Wayb Pajak yang teryadi merupakan

Suatu perbuatan pengulangan dalam kurun waktu
satu tahun pajyak,

Surat keputusan angsuran szebagaimana dimakeud

pada ayat (4) hurouf b merupakan surat keputusan atas

angsuran terhadap SRKPD /; SPPT / SKPPEKE /
SEKPDERT /STPD/ Surat Keputusan Pembetulan / Surat

Keputusan Keberatan atau Putusan Banding /
Peninjavan Kembali Wakkamah Aging.

Paraprat 2

Kekhilafan Wajib Payak
Pass 4

Kekhilafan Wayih Pajak sebagaimana dimakesud dalam

Pagal3 ayat (1) hurla yakni -
a. dalam hal Wajib Pajak idak sadar ateu ipa: atau
b. dalam hal Wajib Pajak pada kondist tertentu aulil

untuk menentukan pilihan dalam memenuhi

kewajiban perpajakean, schingea mengakibatkan

Wajib Fajak dikenakan sankei adrmoinistratil.



[2]

iS}

(4)

(>)

Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam
memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal Wajib Pajak
orang pribacdi memiliki batasan kemaimpuan keuangan
sehingga sulit menentukan pilihan untuk membiayai
musibah atau membayar kewajiban perpajakannya.
Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam
Temenuhl kewajiban perpajakan sebagaimans
dimakaud pada ayat (2), diskibatkan adanya peristiwa
sebagai berlknut :

a. wajib Pajak pada saat tanggal jatah tempo
tmendapat musibah seperti menpalami kecelakean,
bencane alam, atau sakit yang mengharuskan rawat
inap di rumah sakit sehingga tidak dapat memenuhi

kewajiban perpajakan;
b. wajib Pajak sedang bttada di luar Indonesia dalam

rangka ibadah atau pengohatan sejak tanggal
Penyampatan STPD, SKPD, SPPT, SEPDKSB atau

SKPOKET sampeai dengan tanggal setelah jatuh
Tempo pembayaran Pajak Deerah ditnana wajib
pajak tidak memiliki suami/istri dan keturunan,
dan belum

terdaftar dalam akun pajak darrah online ; atau
c. wajib Pajak badan yang mengalam] kerugian dan

kesulitan likuiditas pada tahun pajfeak sebchumnya
sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin
atau Wapb Pajak orang pribadi yang mengelami
kesuliten kcuangan sehingga tidak dapat memenuhi
kebutubhan pokok sehari-hari.

Wajid Pajak yang mengalami periatiwa scbagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan penghapusan
sankai acdministratif.

Wapb Pajak yang mengalamt ptristiwa sebagsimanea
Wmaksud pada ayat (1) Iniruf @ dan ayat (3) hurof b

dan huruf ¢ diberikan pengurangan sanksi administratif
sebesar 50% jlima puluh perser}.



(1)

(2]

{3}

(4)

Paragral 3
Bulan Karena Kesalahan Wajib Pajak

Pasal3
Bukan karena kesalahan Wajib Pajek sebagaimana
dimaksud daiarn Pasal 3 ayat {1] huruf b, dalam hal
kesalghan administrasi oleh fiskus atau keadaan
lainnya schinggs mengakibatkan Wajid Pajak
dikenakan sankei administratif,
Kesalahan administrasi oleh fiskus écDagaimana
dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
a. keterlambatan petugas pajak dalam mengiritikan

STPD, SPPR, SKPD, SKPDKH atau SKPDKBT
sehingga wajib pajak mendapatkan STPD, SPPT,
SEPD, SKPDKB atau SKPOKBT pada asat atau
melewall tangegal jatuh tempo pembeyaran Pajak
Daerah dslam ‘hal wait pajak belum terdaftar
dalam akon pajak deerah online;

b. wajih Pajak yang mengajukan permohenan
Pengurangan Pajak Daerah, netmun keputusan
Pengurangan diterbitkan pada seat atau asetelah
tanggal jatuh tempo pembayaran: atay

c, penerhitan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKEB atau
SKPDEBT oleh fiskus terdapat keselahan trlis,
kesalahan hitang dan atau kekeliruan dalam
Pencrapan Peraturan Perundang-Undangan
perpejakan daerah .

Wajib =Pajak yang mengajaken pecnohonan
Pengurangan atau penghepusan sanksi administratif
karena kesalahan administrasi oleh fiskous schapaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan penghapusan sans:
aimuinisatratif,

Keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada svat {1},
datam hal:
a. wanb Pajak orang pribadi meninggal dunia dalam

tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumn dan



[I

(6)

saat jatuh tempo pembayaran Pajak Daerah

(pengajoan oleh ahli wars};
b, objek PRR-P2 sedang menpalarni gugaten perkara

tanah cdi pengadilan;
c. objek pajak dalam kKeadean disita oleh instans yang

bervcnang, yang dibuktitan dengan 4trat

Penyitaan,
d. wajib Pajak yang dikenal sanksi aciministranf

karena keadaan yang disebabkan oleh pthak ketiga
den bukaz kareena kesalahan Wajib Pajak dalam hel

terjadi gegal teknologi:
c. wayib Pajak danfatau Objck Pajak yang dikena

sanks] administratl mengalami force majeure
berupa musibah scperti terkena bencana alam,
kebalkaran, banprt besar, Huru-hara/kenrsuhan
massal, atau Kejadian luar biasa lainnva dibuktikan

dengan surat keterangan dar instansi yang
herwenaig; f[imiempunyei kemampuan untuk

membayary:

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan
Pengurangan atau penghapusan sanksat administratft
karena keadean lawinya sebagaimana dimaksud pada
eyat f4) herul a sampal dengan huruf e diberikan

penaghapisan sanksai administracif.

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan
pengureangan atau penghapusan sanksi administratif
karena keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) horuf do ditenkan penghapusan sanksi
administratif datam hal:
a. pagal teknologi fterjadi sebelum jatuh tempo

pembaysran/daftar ulang/perpanjangan paijak
daerah: atau

b. gagal teknologi teradi setelah jatuh tempo

pembayaran/daftar ulanp/perpaniangan pajak
datrah scbrsar persentase sanks) administrati yang



dikenakan sesuai jumlah bulan terjadinya perisiwe
Bagal teknologi.

(7) Wajib Pajak yang mengajuken penoohonan

pengurangan atau pénghapusan sanksi administratil

karena keadaan Jainnya schagalmana dimaksud pada

ayat (4) huruf¢ dengan kéetentian sebagai berikut :

a. diberikan penghapusan sanksi administratif dalam

hal musibah yang térjadi mengalibatian kerusakan

objek pajak lebih dari atau sama dengan 50 4% [lima

puluh persed}; atau

b. dibetikan pengurangan sanksi administratif sebesar

50 4 (ime puluh persen) dalam hal musibah yang
terjadi mengeakibatkan kerusakan objek pajak
dourang deri 50 % (lima puluh persen}.

Bagsien Keliga

Fengurangen atau Penghapusan Sanksi Administrauf
Secara Jabatan

Pasal 6

{1} Pengurangan atau penghapusan sanks: administranf
gecara jabatan scbagaimana dimaksud dalam Fasal 2,
dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Bupat
dan/atan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

{2) Penerbitan Kepulusan Bupati dan/ateau Kepala Badan

Pendapatan Daerah sebagaunana dimalksud pada ayat

(1), berdasarkan pada pertimbangan tertenh.

(S} Pertimbangan tertentu stbagaimana dimakesud pada

ayat (2), adalah sebagar berikut :

a. kepentmgan Dacrah dalam rangka
1. Han Besar Nasional dan Dacrah;
2, Percecpatan tarect ponerimaan ([ekhir tahun):

dan /atau

3. Pengralian potensi piutang pajak daerah;

{piutang FBE-P2 limpahan Direktorat Jjenderal

Pajak}.



c.

stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan
kesadaran Wajit Pajak dalam hal tertib administrasi
pembayaran; dan/ atau

kepentingan sosjel kemanysiaan.

‘b

(4) Dalam hel Keputusan diterbidkan oleh Kepala Badan
Pendapatan Daerah sebapamana dimeaksud pada ayat
(T], harus mendapat persetujuan Bupati secara tertulis.

BAB TI
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGAJUAN

PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKS! ADMINISTRATIF

Pasal F

(1) Pengajtian permohonan Pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif sebageaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), harugs memenuhi
ketentuan sebagai berikut :

a. [ (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD, SPPT-P2,
SKPD, SKPDEKB atau SKPOKBT;
Surat pPermohonan diajukan dalam bahasa
indonesia, paling sedikit memuat :

1, nama dan alamat Wajib Pajak dan alamat Objek
Pajale:

2. NPWPD dan/atau NOP;
3, jenis pajak;
4. jamlah sanksi adminiatratif:
5S. Besar pengurangan yang dimehon; dan
6. alasan yang mendasari diajukannya

pennohonan,

disampaikan paling lama 7 {tujuh} hari kerja sejak
diterumanya STPD, SPPT-P2, SKPD, SKPDKB atau
SKPDKBT kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah
kecuali Wajib Pajak dapat Thenunjukkan bahwa
dalam jangksa wakty tersebut tidak dapat dipenuhi
karena keadaan difwar kekuasaannya:

a



d. Wajib Pajak telah mehinasi pokok peyak,; dan

suTat permehenan ditandatangani Wapb Pajak,
daiam hal surat permohonan bukan ditandatangani
oleh Wajib Pajak, harus dilampirkan surat kuasa.

(2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

A)

(2)

pada ayat (1), Wapib Pajak herus imelampirkan

persyeratan sebagai bertk.t ;

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wajib Pajak dan

kuasaenye jika dikuasakan;
b, slirat kuasa jikadikuasakan,

fotakepi STPO, SPPT-P2, SKPD, SKPDKB atau

SKPORRAT:
d. fotakepi bukti pelunasan pokok pajak,
&, @tirat pernyataan yang bensi alasan kekhilafan

Wajib Pajak; dan
f. bukti surat, petunjuk atau keterangan lainnya yarg

membuktikan adanya kekhilafan ateu bukan Karena

kesalahan Wajib Pajak.

Pasal &

Permohanan pengurangan atau penghapisan sarnksi

administradl yang tidak memenuhi ketentuan

sebapaimana dimaksud dalam Pasal 7, diangpap buken

sebagai permohonan schingga tidak dapat

dipertirabangkan.
Dalam hal permohonan BCIZUranea4n atau

penphapusan sanksi administratif tidak dapat

dipertimbangkan scbagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jatgeka waktu

14 fempathelas) hari kerja sejak tanggal ditenmanya

penmohoenan, wajib memberikan jawaban secara tertulis

dengan memberitahukean kekurangan persyaratan Serta

alasan yane mendasari kepada Wapb FPajyak atau

Kuasanya jika dikuasakan.



(5) Balam hal penmehonan pengurangan atau

penghapusan sanksi adminisiratif tidak dapal

dipertimbangkan s¢bagaitnana dimaksud pada ayat (2),

Wajih Pajak masih dapat mengajukean permohonan
Kembali scpanjang mtmenuhi persyeratan sehagaimana
dimaksud dalam Pasad 7.

BAB I¥B

TATA CARA PENYELESAIAN PERMGHONAN PENGURANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(>)

ATAU PENGHAPOUSAN SANES!? ADMINISTERATIF

Pasal 9
Permohonan Wajih Pajak atau Kuasanya yang telah

memenuhi persyaratan sé¢bagaimana dimakesud dalam
Paseal Y, sélanjuinya dilakukan kepiatan penelitian
adminiatrasi atau penelitan lapangan apahils
diperlukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah atau

pejabat yang ditunjal dan dituangkan dalam Laporan
Hasil Penélitian.
Berdasarkan DLaporan Hastl Penelitian sacbagaimana
dimaksud pada ayar {1], ditindak lanjuti dengan
menerbitkan Keputusan Kepala Badan Fendapeatan
Daerah.

Reputisan sebagaimana dimakeud pada ayat [2], dapat
berupa meénerima seluruknysa, menolak aiayq menerima

sehagian.

Kepala Radan Pendapatan Daerah dalam jangka wakru
6 thea} bulan scfak permohonan dinyatakan lengkap,
wajtb memberi keputusan atas permohonan Wajib
Pajak ated Ruasa Wait Payjak.
Apsbila jangka waktt sebagaimana dimakeud pada ayat

(4) telah terlampatu dan keputusean belum diterbitkean,
maka permohanan péengurangan diangeap dikatulkan
dan diterbitkan keputusean scsual dengan pemmohonan

Wahb Paak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
Bulan terhitung s¢jak fangka waktu dimakeud berakhir



dengen tefap melakukan kegiatan penelitian dan

menliangkanrnys dalam Laporan Hasi! Penetitian.

Pasal 10

Wajib Pajak yang telah diberikan pengurangan sanksi
administratif, tidak dapat dibenkan penghapusan sanksi
administratif dan sebatiknya.

BAE ¥
KETENTUAN PENUTUP

Pasai

Peraturan Bupati ini muial berlakw pada tanggal
diundangkan.
Agar osttlap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan PErature Bupati itti dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 34 Seplemnber

PATE

7
alAcarun SUGENG SUSANTO

Diundangkan dj Bangkinang
pada tanggal 30 Sepkernter 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABLUPFATEN KAMPAR,

YUSEH]
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